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ABSTRAK

Banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terindikasi sebagai pekerja migran
ilegal. Hal ini akan berdampak pada aspek keamanan manusia PMI yang rentan terhadap
kekerasan, pelanggaran HAM, dan keberadaannya yang sulit dideteksi oleh negara.
Berdasarkan konsep Human Security dan paradigma Duty of Care (DoC), penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tindakan aktif pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Imigrasi terkait pengawasan lapangan keimigrasian dalam upaya melindungi pekerja migran
di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan
pendekatan melalui studi literatur berdasarkan jenis dan sumber data yang terpercaya.
Alhasil, hubungan diplomatik yang terjalin berkembang menjadi hubungan kerja sama
bilateral kedua negara, termasuk melandasi kerja sama keimigrasian. Kerja sama antara
Imigrasi Indonesia dan Imigresen Malaysia dalam pelindungan pekerja migran non
prosedural ditindaklanjuti dengan upaya Imigrasi Indonesia hendak memfasilitasi
kelengkapan dokumen seperti Paspor PMI yang kemudian memungkinkan bagi Imigresen
Malaysia untuk mengeluarkan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa
kerjasama Imigrasi dengan berbagai pemangku kebijakan yang mempunyai peran dalam
melindungi PMI dengan konsep kerjasama kolaboratif baik yang melibatkan
Kementerian/Lembaga/Badan dalam negeri maupun kerjasama dengan Organisasi
Internasional dan Perwakilan Pemerintah di luar negeri. Indonesia juga telah memiliki badan
khusus yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan PMI yaitu BP2MI. Kerja sama
Imigrasi dengan BP2MI dituangkan dalam MoU yang ditandatangani sebagai bentuk
komitmen perlindungan terhadap PML Serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara
Imigrasi Indonesia, Polri, Imigresen Malaysia, PDRM dan lain-lain untuk menjaga
keamanan wilayah perbatasan dan menindak kejahatan lintas batas negara diharapkan
mampu memberikan tindakan preventif dan represif. Perlindungan selalu diupayakan dalam
situasi "status quo" atau dalam keadaan darurat yang mengancam keamanan dan
keselamatan PMI di Malaysia.

Kata Kunci: PMI, Pelindungan, Pengawasan, Duty of Care, Kerjasama dan
Kolaborasi.
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ABSTRACT

There a lot of Indonesian migrant workers in Malaysia are indicated as illegal migrant
workers. This will have an impact on the human security aspects of IMWs who are vulnerable
to violence, abuse of human rights, and their position is difficult for the state to detect. Based
on the Human Security concept and the Duty of Care (DoC) paradigm, this research aims
to analyze the government's active actions, in this case the Directorate General of
Immigration, regarding immigration field supervision in an effort to protect migrant workers
abroad. The research method used is descriptive qualitative, with an approach through
literature study based on reliable data types and sources. As a result, the established
diplomatic relations developed into bilateral cooperative relations between the two
countries, including base of immigration cooperation. The cooperation between Indonesian
Immigration and Malaysian Immigration in protecting non-procedural migrant workers was
Jollowed up by Indonesian Immigration's efforts to facilitate the completion of documents
such as IMWs Passports which then made it possible for Malaysian Immigration to issue
work permits in accordance with applicable regulations. There are several Immigration
collaborations with various policy stakeholders who have a role in protecting IMWs with
the concept of collaborative  cooperation  both  involving  domestic
Ministries/Institutions/Agencies as well as collaboration with International Organizations
and Government Representatives abroad. Indonesia also has a special agency that focuses
on the protection and welfare of IMWs, namely BP2MI. Immigration cooperation with
BP2MI is outlined in the MoU which was signed as a form of commitment to protect PMI.
As well as the existence of good cooperative relations between Indonesian Immigration,
Polri, Malaysian Immigration, PDRM and others to maintain border area security and crack
down on cross-border crimes, it is hoped that it will be able to provide preventive and
repressive measures. Protection is always sought in 'status quo" situations or in
emergencies that threaten the security and safety of IMWs in Malaysia.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Supervision, Duty of Care,
Cooperation and Collaboration.

Knowing by Approving by

NIP.194310082020121020

vii



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya dalam menuntun dan mengarahkan
penulis hingga bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Solawat serta salam kepada
Baginda Rasulullah SAW, yang telah menerangi dunia ini dengan sinar pengetahuan islam
yang amat berwarna. Tidak terasa semasa perkuliahan yang dimulai pada masa pandemic
covid-19, yang kemudian awal mengikuti kegiatan perkuliahan secara langsung sudah pada
saat Kuliah Kerja Hubungan Internasional (KKHI) di Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Palembang. Tentunya perjuangan yang cukup panjang mengarungi dunia perkuliahan untuk
membentuk jati diri lebih baik dan semakin baik hingga sampai pada tahap memenuhi
persyaratan untuk menyandang gelar Sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas lImu Sosial dan IImu Politik, Universitas Sriwijaya. Perjuangan yang akan terasa
sangat sulit bila tanpa bimbingan dan arahan dari segenap pihak yang terlibat hingga bisa
menyelesaikan tahap perkuliahan di kampus ini, khususnya dalam penyelesaian penelitian

skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufig Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas
Sriwijaya;

2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu
Politik, Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya;

4. lbu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak Abdul Halim, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing KKHI sekaligus
Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan dan
pengarahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Anda luar biasa;

6. Segenap Civitas Akademika FISIP Unsri, mulai dari Jajaran Dosen yang
telah memberikan ilmu, Tenaga Pendidik yang telah membantu lancarnya
proses pendidikan, Pegawai dan Staff FISIP yang telah melancarkan berbagai
kebutuhan, dan khususnya Admin Hubungan Internasional yang membantu
menyukseskan perjuangan ini; serta,

7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2020 yang pernah bekerja sama
dalam Organisasi, KKHI, dan khususnya Mahasiswa Jurusan Iimu Hubungan

Internasional yang mendukung satu sama lain.

viii



8. Terimakasih khusus kepada rekan seperjuangan yang tergabung dalam
berbagai kelompok/organisasi mulai dari Secret5, ITB Pride, Imigrasi Club,
Kabinet Adikarya, Kabinet Magna Cita, dan Kabinet Gama Satya, tak lupa
pula Dakwah Bercahaya:) serta rekan perjuangan skripsi Fraksi Pak Halim

Pride (F-PHP) yang menjadi support system di ujung masa perkuliahan.

Dalam penelitian ini, saya menyadari betul sebagai penulis masih terdapat cukup
kekurangan dan ketidak cocokan dalam sistematika penulisannya. Oleh karena itu, dengan
rendah hati, selaku penulis saya memohon maaf serta menerima masukan dari pembaca
untuk memperbaiki hasil penelitian ini agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir
kata dari saya, mohon maaf dan terima kasih, semoga hasil penelitian ini membawa berkah

bagi kita semua, Amin.

Indralaya, 4 Maret 2024

Penulis

i eqgi Mirando
NI1M.07041282025045



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..ottt sttt bbbt [
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......ccccooiiiiiiiiiiicieee e i
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUUJI ......cooiiiieiiece e iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ...t 1\
LEMBAR PERSEMBAHAN ...ttt bbb %
ABSTRAK ..ottt ettt bRt ettt et e ReeEe R e n e et et rentenreeneereas Vi
ABSTRACT .ttt bbbt bt bt bt s et e bbb bbbttt vii
KATA PENGANTAR ..ottt bbbttt sttt ne e viii
DAFTAR IS oottt e e e e sae st e teeneeneara e e e eens X
DAFTAR GAMBAR ...ttt bbbt bbbt nee s Xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN ......ooiiiit ettt Xiii
DAFTAR SINGKATAN Lottt esae st e snesnesneane e Xiv
BAB | PENDAHULUAN ..ottt sttt bbb 1
1.1 Latar BelaKang........cc.ccveiuiiie ettt ettt nne s 1
1.2 RUMUSAN MASAIAN .....coieiiiiieeccce e e s 10
1.3 TUJUAN PENEIITIAN ......eevicic et re s 10
1.4 Manfaat PENEIITIAN .........cviiieieee e 10
1.4.1 MaNTAAE TEOFILIS ..vvevveeeiieiieiiecie e ettt bbb 10
1.4.2 MaNTaat PraktiS.........ccciveiiiieieee st 10
BAB 11 KAJIAN PUSTAKA .ottt sttt 11
2.1 Penelitian TerdanUlU..........oooveii e 11
2.2 Kajian Teoritis/KONSEPtUAL...........ccoveiuiiieiicie e 14
2.2.1 Konsep Keamanan Manusia (HUMan SECUNILY)........c.cuvvererenenenenesiseeeeens 14
2.2.2 KONSEP DULY OF CaAr . ..ottt 18

2.3 Kerangka PEMIKITAN ......cooiiiiiiiieee et 22
2.4 ArgumeNtasi UtaMa.........c.civieiiiieiecsie ettt ne e 23
BAB 111l METODOLOGI PENELITIAN ....oct i 24
3.1 DeSAIN PENEIITIAN .....cveeie et e st ae e nnees 24
3.2 DEfiNISI KONSEP ...ttt ettt sae e ere e beeaeennenreas 24
3.2.1 DetekSi KEIMIGIASIAN .....c.veiiiiieiieiiesiieieeiee ettt 24
3.2.2 PElINAUNQAN ..ot 26
3.2.3 Kerjasama dan Kolabhorasi............ccoeiiiiiiiiiie e 26

3.3 FOKUS PENEITIAN ... et 27
S UNIE ANALISA .. .eiuiiieieiieee ettt et e st e et e e ae e e ere e reeaeeneenres 29
3.5 Jenis dan SUMDEN DAta ........ccceieiiiiiiiieie e e 30
3.6 Teknik Pengumpulan Data ..........ccooeviiiniiieieie e 30
3.7 Teknik Keabsahan Data..........cccooeiiiiiiieiieiieie s 31
3.8 TeKNiK ANaliSa DALA........ccueieeieiieiieii et sre e e sneenrees 31
3.9 JadWal PENeIITIAN .....oveeiiie e s 32
3.10 Sistematika PeNUIISAN .........ccooiiieiieiicc e 33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN ....cooiiiiiieeee s 34

X



4.1 Sejarah Migrasi Indonesia — Malaysia...........cccooeieiiiiiiiiniecce s 34

4.1.1 Sebelum Kemerdekaan Republik INAONESIa...........ccccevveieiieiiece e, 34
4.1.2 Setelah Kemerdekaan Republik INdONESIa..........cccoooviiiiiiciciice, 35

4.2 Dinamika Kerjasama Migran Indonesia — Malaysia ............cccccoeveviveveiiieiienniinennn, 39
4.3 Dilemma dan Problematika PMI ...........cccooiiiiiiieiie e 42
4.3.1 Dilemma Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan ...........ccccccevvveveiieeseesneiiennn, 42
4.3.2 Dilemma Pekerjaan dan Penghasilan ..., 43
4.3.3 Dilemma Berangkat, Tinggal, dan Bekerja Secara lllegal ..............ccccovevvrnennn, 45
4.3.4 Problematika PMI.........cooiiie e 46

4.4 Pengawasan Lapangan Keimigrasian Di Luar NEgeri........c.ccccovvvieivereiiieseeneeinennn, 51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ......oooiiieee et 56
5.1 Model Social Contract Of Care.........cccooeiieiieieiieseee e 56
5.2 Model Intermediaries Of CAre .........cccuiiiieiiiieieie e 69
5.2.1 Imigrasi dan BP2ZMI .........cooiiiiiiiiiieee s 77
5.2.2 Imigrasi dan Kementerian Luar NEJEI .........ccevveverieieeneiie s eee s sie e 77
5.2.3 Imigrasi dan Kementerian Dalam NEGEI ..........cccviiirieieieie e 78
5.2.4 Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan............cccceovvereiieeieesesieeseese e, 78
5.2.5 Imigrasi dan International Organization for Migration (IOM) ..........cccceevenee. 79
5.2.6 IMIgrasi dan POIMT ........ccuoiiiiiiie s 79
5.2.7 Imigrasi dan INTErPOl ........ccooiiiiiiiiie e 80

5.3 Model EXIENSION O CAe ......cveieiiieie s 81
5.4 Analisis Deteksi Keimigrasian Indonesia Dalam Upaya Pelindungannya................ 89
5.5 Pelindungan Kemenlu/Perwakilan Pemerintah RI terhadap PMI di Luar Negeri..... 92
BAB VI PENUTUP ..ottt 96
6.1 KESIMPUIAN ...t ra e re e reenre e 96
I L Lo PRSP 99
DAFTAR PUSTAKA ottt sttt sttt 100

Xi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Estimasi Migran Global.............cocoiiiiiiiiniiie e 1
Gambar 2.1 Komponen Keamanan ManUSIa............cccuerverueiieieeriesieeseesieseessseseeseesees +ans 16
Gambar 4.1 Peta Rute Migran Hlegal ..o, 35
Gambar: 4.2 Infografis BPS Tentang Angkatan Kerja 2023...........cccoooiiiiiinininiieieeen, 43
Gambar: 4.3 Data Negara Pengaduan PMI 2022 ...........cccooiiiiinieieiene e 47
Gambar: 4.4 Data Jenis Pengaduan PMI 2022 Keseluruhan Negara Pengaduan PMI Per
JUNE 2023 L 47
Gambar: 4.5 Data Jenis Pengaduan PMI 2022 ..., 48
Gambar: 4.6 Data Jenis Pengaduan PMI Per Juni 2023............ccooeieieniienineneeeeeeeeen, 49
Gambar 5.1 Model Social Contract Of Care .........ccocooeiiiiriiiiie e 56
Gambar 5.2 KIRI/KRI di MalaySia........cccciviieiieiiiieseece e 59
Gambar 5.3 Model Intermediaries of Care ............cooeuiiiiiiiiii e 69
Gambar 5.4 Duta Besar RI untuk Malaysia...........cccooeiiiiiiniiiiieeee e, 73
Gambar 5.5 Pejabat Bidang Imigrasi ...........ooiiiiiiiiiie e, 73
Gambar 5.6 Pejabat Bidang Ketenaga Kerjaan ............cccooiiriiiiiinieiene e, 73
Gambar 5.7 Pejabat Bidang HUKUM ... ... ... 73
Gambar 5.8 KBRI Kuala Lumpur Memfasiltasi Pemulangan WNI............c.cccccooveveiieenenn, 75
Gambar 5.9 Model EXteNSION OF CAre.........ccooiiiiiiiieiiereieese e 82
Gambar 5.10 Salinan Surat Pengumuman Seleksi CPS KBRI Kuala Lumpur 2023 .......... 84
Gambar 5.11 Balasan Email dari Atasedik KBRI Kuala LUMPUT.........cccocooiiiiiiiiinenen, 85
Gambar 5.12 Sejumlah Kerjasama Direktorat IMigrasi ..........cccceoverereneneninienenesieeeeen, 90

Xii



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Data Penempatan PMI dari 2017 — 2023.........cccooiiiiiiinieeee e 3
Tabel 2.1 Penelitian TerdahulU...........ccooiiiiiiiiiii e 11
Tabel 2.2 Dimensi Keamanan ManUSIA...........cccueiiieieneienisiseseeeee e 17
Tabel 2.3 Prinsip dan Pendekatan Keamanan Manusia..............cooeveieneneneninnsesieneene. 17
Tabel 3.1 Matrik PENelITIan ..........ccveiiiiiiicece e 28
Tabel 3.2 Unit Analisa dan Unit EKSPIaNasi...........cccooeiiiiiiiiiiiiccccc e 29
Tabel 3.3 Perbandingan Variabel ..o 29
Tabel 3.4 Pengujian Keabsahan Data............cccceiiveiiiiieiicii e 31
Tabel 3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian............ccccoiieiiiiieiiciicc s 32
Tabel 4.1 Kategori Kasus Terkait WNI di Luar NE€Qeri ........cccocvvevveieiiieiieiecie e 50
Tabel 5.1 Perbandingan Ratifikasi Konvensi/Perjanjian Internasional Indonesia — Malaysia
terkait Perlindungan Warga Negara atau Pekerja Migran/Burun............cccocveveniveneinnnnnn. 62
Tabel 5.2 Regulasi PeKerja MIgran ...........ccoeiiiiieie it 64
Tabel 5.3 Daftar Pejabat dan Satff KBRI Kuala LUMpUT...........cccccoeiiiiiiiinec e, 73
Bagan 1.2 Skema Perlindungan PMI.............ccoiiiiiiiii 8
Bagan 2.3 Kerangka PemIKITaN ...........coooiiieiieeesie e ens 22
Bagan 3.5 Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman..............c............. 32

Xiii



PMI

ILO
HAM
BP2MI
KBRI
KJRI
KDEI
MEA

Bl
Kemenko
PMK

NP
ASEAN
WNI
WN
WNA
uuD

uu
PPMI
Permenkumham
Permenlu
HS

PD
UNDP
USA
UNTFHS
Kemenlu
DoC
DPRI
KBBI
AKAN
AMS

DAFTAR SINGKATAN

: Pekerja Migran Indonesia

. International Labour Organization

: Hak Asasi Manusia

: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
: Kedutaan Besar Republik Indonesia

: Konsulat Jenderal Republik Indonesia

: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia

: Masyarakat Ekonomi ASEAN

: Bank Indonesia

: Kementerian Koordinator

: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
: Non-Prosedural

: Association South East Asia Nation

: Warga Negara Indonesia

: Warga Negara

: Warga Negara Asing

: Undang-Undang Dasar

: Undang-Undang

: Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
: Peraturan Menteri Luar Negeri

: Human Security

: Perang Dunia

: United Nation Development Programme
: United States of America

- United NationsTrust Fund for Human Security
: Kementerian Luar Negeri

: Duty of Care

: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
: Kamus Besar Bahasa Indonesia

. Antar Kerja — Antar Negara

: ASEAN Member State

Xiv



PERBARA : Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

APSC : ASEAN Political-Security Community
AEC : ASEAN Economic Community

ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community

MoU : Memorandum of Understanding

SMO : System Maid Online

SPSK : Sistem Penempatan Satu Kanal

OCSs : One Channel System

BPS : Badan Pusat Statistik

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

PRT : Pekerja Rumah Tangga

ART . Asisten Rumah Tangga

SE : Surat Edaran

BHI : Bantuan Hukum Indonesia

DPR-RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
CPS : Calon Pegawai Setempat

TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

SPLP - Surat Perjalanan Laksana Paspor

OBP : Outstanding Boundary Problems

PK : Peninjauan Kembali

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

CARE : Counseling, Advocacy, Research, Education
DESBUMI : Desa Peduli Buruh Migran
DESMIGRATIF : Desa Migran Produktif

IOM . International Organization for Migration
LTSA : Layanan Terpadu Satu Atap

Pusdakim : Pusat Data Keimigrasian

Interpol . International Police

PDRM : Polis Diraja Malaysia

GBC : General Border Committee Malaysia — Indonesia
JPCC :Joint Police Cooperation Committee
K/L/B : Kementerian/Lembaga/Badan

XV



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2021, memperkirakan jumlah migran
secara global pada 2019 sebanyak 272 juta jiwa dan terdapat 245 juta migran yang berusia
15 tahun keatas serta 169 juta diantaranya merupakan pekerja migran yang tersebar
diberbagai belahan dunia (lihat gambar 1.1), (ILO, 2021). Untuk di Kawasan Asia
Tenggara, terdapat sekitar 7,1 juta jumlah migran yang berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan, (EU, 2023). Adapun jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
menurut data Bank Dunia menyebutkan bahwa PMI yang berada diluar negeri berjumlah
lebih dari 9 juta orang, (The World Bank, 2017), sedangkan data yang dimiliki oleh BP2MI
hanya terdapat 4,7 juta PMI yang terdaftar secara legal, (BP2MI, 2023), artinya sekitar 4,3

juta PMI adalah ilegal. (Metro Tv, 2023).

» Global estimates of the stock of

international migrants and migrant Terdapat 272 Juta Migran d|
workers, 2019 .
seluruh Dunia

Terdapat 245 Juta Migran yang
berusia 15+

Migrants 15+

(245 million)

Terdapat 169 Juta Migran yang
Migrant bekerja di berbagai negara

workers
(169 million)

Gambar 1.1 Estimasi Migran Global
Sumber: Laporan (ILO, 2021)

Setengah dari jumlah PMI berdasarkan Laporan Bank Dunia adalah PMI ilegal yang
rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian,

PMI memerlukan suatu entitas yang lebih besar seperti negara/pemerintah dalam



memberikan perlindungan terhadap PMI, (Safitri & Wibisono, 2023). Para migran ilegal
memilih jalur ilegal dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh pihak imigrasi di negara asal
maupun negara tujuan, (Warsono, Hanura, & Hanani, 2022). Tindakan PMI ilegal tersebut
menyebabkan minimnya pelindungan negara dan kerentanan terhadap keamanan PMI itu
sendiri. Resiko seperti eksploitasi, pelecehan, kekerasan, pembunuhan, dan perdagangan
orang akan lebih besar terjadi. (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023). Adapun
persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pihak yang hendak masuk atau keluar wilayah NKRI
sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan
“Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen
Perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Dan dipertegas pada Pasal 15 bahwa “Setiap orang
dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar

dari Pejabat Imigrasi”.

Taktik WNI untuk bisa ke luar negeri ialah dengan menjalanakan modus operandi
seperti dalih sekolah, wisata, dan ibadah, (Firlana & Tando, 2022) yang tujuan utamanya
adalah agar bisa bekerja di luar negeri tanpa prosedural. Menurut Waluyo, N.T, yang
membagi golongan PMI ilegal yang berada di luar negeri sebagai berikut, (Bakker &

Mirwanto, 2021):

a) lllegal Stay : orang yang overstay atau melewati berlakunya masa tinggal;

b) lllegal Entry : orang yang keluar — masuk negara melalui jalur atau dokumen
yang ilegal;

c) lllegal Entry dan Illegal Stay : orang yang keberadaanya maupun keluar —
masuknya melalui cara yang ilegal/tidak sesuai prosedural.

Adapula hal yang diperingatkan olen Kepala BP2MI adalah PMI legal yang
“kaburan” atau meninggalkan majikan/tempat kerja yang konsekuensinya adalah PMI

tersebut menjadi ilegal, sehingga potensial PMI tersebut berhadapan dengan hukum negara



setempat yang akan berdampak hukum terhadap PMI ilegal tersebut, (BP2MI, 2023). Tidak
semua tujuan WNI yang hendak memiliki paspor dan melakukan perjalanan ke luar negeri
adalah ingin menjadi PMI, namun potensial menjadi PMI. Pada 2017-2019, Malaysia
menjadi negara penempatam populer, namun ketika pandemi covid-19 serta konflik antara
Indonesia — Malaysia dalam isu PMI menyebabkan penempatan PMI ke Malaysia
mengalami penurunan. Setelah hubungan membaik, barulah arus penempatan PMI ke

Malaysia kembali meningkat.

Tabel 1.1
Data Penempatan PMI dari 2017 - 2023

Tahun | 2017 | 2018 2019 2020 | 2021 2022 2023
sd Juni
Jumlah | 88.991 | 90.671 | 79.663 | 14.742 | 563 43.163 38.478
K Menurun akibat pandemi Kembali meningkat saat
i covid-19 dan pandemi covid-19 mulai
e konflik kepentingan terkendali dan adanya
; antara normalisasi hubungan
n Indonesia — Malaysia Indonesia — Malaysia
g
a
n

Sumber: Diolah berdasarkan Laporan BP2MI

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa penempatan PMI ke Malaysia dari tahun
2017 ke 2018 terlihat meningkat dari 88.991 PMI menjadi 90.671 PMI. Namun, pada 2019
-2020 terjadi penurunan yang cukup significant dikarenakan Pandemi covid-19, diketahui
bahwa pada 2019 terdapat 79.663 PMI dan setahun kemudian turun kembali menjadi 14.742
PMI. Di tahun 2021, hanya terdapat 563 PMI akibat penutupan pengiriman PMI dampak
dari pandemi. Di tahun 2022, sempat terjadi moratorium penempatan PMI ke Malaysia.

Namun, kebijakan tersebut segera dicabut setelah adanya kesepakatan dan komitmen dari



kedua negara serta adanya normalisasi hubungan Indonesia — Malaysia yang kemudian arus

penempatan PMI ke Malaysia kembali meningkat.

Peningkatan arus penempatan PMI harus disiasati dengan baik oleh pemerintah
terkait pengawasan dan pelindungan terhadap Pahlawan Devisa Negara. Jangan sampai
status dan kondisi PMI legal seiring berjalannya waktu dan keadaan berpotensi berganti
statusnya menjadi PMI ilegal. Tentunya, peningkatan jumlah PMI tidak hanya untuk yang
legal saja, catatan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan peningkatan PMI
ilegal mencapai 146% sepanjang tahun 2020-2021, (Safutra, 2022), yang berkebalikan

dengan arus PMI legal yang disebabkan oleh penutupan pengiriman PMI ke Malaysia.

Kebanyakan PMI tersebut berasal dari Desa yang nekat menggunakan jasa
calo/sindikat ilegal untuk berangkat ke luar negeri meskipun melalui jalur ilegal,
(Anggriyani, 2018). Adanya pemahaman bahwa untuk menjadi PMI legal membutuhkan
biaya yang mahal karena mesti memiliki keterampilan atau kualifikasi tertentu, (Longgarini,
Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023), dan hal demikian mesti diperoleh dengan mengikuti
kelas pelatihan. Upaya untuk mengatasi permasalahan PMI illegal mesti melibatkan berbagai
pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten,
Pemerintah Desa, Pihak Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan utamanya
keluarganya sendiri, serta Unsur Pemerintah Perwakilan di luar negeri (KBRI/KJRI), (Aziz
& Sudiarawan, 2022), yang turut berkolaborasi dengan pemerintah negara setempat dalam
hal ini Pemerintah Malaysia.

Pekerja migran dengan low-skilled yang bermigrasi dari negara asal ke negara tujuan
memiliki harapan peningkatan ekonomi menjadi lebih baik sangat potensial menjadi korban
dalam penyelewengan Hak Asasi Manusia, (Rungtaweechai, 2022). Adapun diskriminasi

merupakan bagian hidup dari pekerja migran, dengan begitu hampir sepanjang kehidupan



migrasinya PMI selalu menemui kesulitan, (Maksum, Indonesian Post-Migrant Workers: A
Challenging Problem For Human Security, 2021). Adanya Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) 2015 malah menciptakan “hierarki hak” dalam pelindungan pekerja migran, (Safitri
& Wibisono, 2023). Pekerja migran low-skilled atau tanpa skil sama sekali tidak termasuk

dalam pengaturan Komunitas MEA, (Rungtaweechai, 2022)

Menurut Nah, 2012 dalam Safitri dan Wibisono, memandang bahwa pekerja migran
yang kompeten dan prosedural dinilai lebih bersumbangsi terhadap perekonomian negara
sehingga perlindungan negara hadir maksimal lebih baik ketimbang pekerja migran ilegal
yang notabennya berada di bawah piramida (Safitri & Wibisono, 2023). Ditambah pula
jumlah PMI ilegal yang tidak diketahui berapa jumlah pastinya serta dimana
keberadaan/tempat tinggalnya, (Rungtaweechai, 2022), turut menambah kesulitan
perlindungan negara. Dengan keadaan seperti ini, maka pekerja migran ilegal sangat rentan
terhadap kekerasan verbal, fisik, hak asasi, dan keamanan manusianya. Ditambahkan pula
dengan minimimnya kelengkaan berkas identitas diri atau tidak sesuai dengan format yang
dianjurkan seperti paspor dan visa yang tidak sesuai fungsinya turut menambah persoalan di

bidang keimigrasian, (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023).

Hingga saat ini, Malaysia masih menjadi negara tujuan populer bagi PMI. Faktanya,
Otoritas Pemerintah Malaysia hanya mencatat sebanyak 450.000 ribu keberadaan PMI di
Malaysia, jumlah ini sangat timpang dengan catatan KBRI yang jumlahnya mencapai 1,5
juta PMI, (Imigrasi, 2023). Sedangkan laporan Bank Indonesia (Bl) menyebutkan bahwa
jumlah PMI secara keseluruhan berjumlah 3,44 juta pada 2022, dan PMI terbanyak berada
di Malaysia dengan jumlah 1,67 juta, (Rizaty, 2023). Berdasarkan data Kementerian
Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang menyebut

jumlah PMI di Malaysia sebanyak 1,29 juta yang berdasarkan laporan BP2MI 2022, jumlah



PMI tersebut terdiri dari PMI Prosedural dan PMI Non-Prosedural (NP), (Kemenko PMK,
2023). WNI yang terindikasi sebagai PMI NP, bisa dikarenakan over stay di Malaysia,
bekerja dengan visa turis, berangkat dan kembali secara ilegal melalui jalur ilegal karena

untuk menghindari pihak imigrasi.

Untuk Malaysia sendiri, disebutkan oleh Aziz & Basir bahwa Malaysia belum
melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional PBB tentang Pelindungan Hak-Hak
Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (Aziz & Basir, 2021). Konvensi PBB
tersebut dikenal dengan Konvensi Pekerja Migran 1990, untuk kawasan ASEAN sendiri
baru Indonesia dan Filipina yang melakukan ratifikasi, dan ratifikasi Konvensi Pekerja
Migran 1990 bagi Indonesia adalah keharusan karena Indonesia menjadi salah satu negara
pengirim pekerja migran terbesar dikawasan. Namun, ratifikasi konvensi pekerja migran
1990 tersebut belum tentu dilakukan oleh negara tujuan seperti Malaysia, (Yudhiastuti,
Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap pekerja Migran
Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990, 2014). Oleh karena itu, upaya

pelindungan PMI mesti dilakukan secara proaktif oleh pemerintah Indonesia.

Pekerja migran ilegal bekerja tanpa mengikuti prosedural yang telah ditetapkan
pemerintah. Dengan begitu, pekerja migran ilegal beserta keluarganya tidak memiliki hak
atas kesetaraan kewajiban negara terhadap pekerja migran legal sesuai prosedural. Meskipun
pekerja migran ilegal bekerja tidak sesuai prosedural, tapi ini bukanlah dalih bagi pemerintah
untuk tidak melindungi pekerja migran yang umumnya berasal dari Desa sehingga mudah
untuk ditipu dan menjadi pekerja migran ilegal, (Mediaindonesia, 2023). Ketika pekerja
migran ilegal terkena masalah hukum di negara tempat bekerja, maka negara tidak bisa

memberikan pelindungan secara hukum yang berlaku. Akan tetapi, negara tidak boleh



membiarkan pekerja migran ilegal begitu saja karena pekerja migran ilegal juga sebagai satu

kesatuan sebagai Warga Negara yang memiliki Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan argument diatas, maka PMI ilegal juga berhak dilindungi. Karena
mencari pekerjaan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam
menyambung kehidupan. Dengan begitu, hak atas pekerjaan termasuk hak asasi yang terikat
di dalam diri setiap orang yang mesti dijunjung dan dihormati, (Taufik, Peran Asean dan
Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja Migran, 2014). Konsep pelindungan
pekerja migran sangat lekat dengan konteks pelindungan hak asasi manusia, oleh karenanya
komitmen negara anggota ASEAN dalam pelindungan pekerja migran dapat dilihat dari
ratifikasi konvensi dan instrumen internasional yang berhubungan dengan konteks hak asasi
manusia. (Taufik, Peran Asean dan Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja

Migran, 2014).

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan konstitusi yang termaktub dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945
mengamanatkan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah negara harus
memberikan perlidungan terhadap Hak Asasi Manusia, (Ilma, 2015). Dengan demikian,
pelindungan terhadap PMI ilegal menjadi satu kesatuan dengan pelindungan Warga Negara
Indonesia (WNI). Berdasarkan ini, PMI ilegal berhak mendapatkan perlindungan HAM oleh
negara, (Wahyuni, 2022). Dalam hal ini, PMI illegal bisa berharap bahwa perlindungan
terhadap HAM ynag dimilikinya bisa dilakukan pengawasan oleh negara. (Longgarini,

Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023).

Upaya dalam melindungi Pekerja Migran telah dilakukan oleh Negara, di dalam

Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjadi dasar perlindungan WNI/PMI yang berada di luar



negeri. Kemudian seperangkat hukum lainnya seperti melalui Undang-Undang No 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pada Pasal 7 meliputi
pelindugan sebelum, selama, bahkan setelah masa bekerja. Undang-Undang No 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian pada BAB VI terkait Pengawasan Keimigrasian di Pasal 66 dan
seterusnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No 4
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pada Pasal 19, serta Peraturan
Menteri Luar Negeri (Permenlu) No 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri

termuat pada Pasal 7 yang meliputi Pelindungan Kekonsuleran dan Pelindungan Diplomatik.

Namun, upaya pengawasan lapangan belum sepenuhnya maksmimal. Dikarenakan
tujuan dari adanya pengawasan lapangan keimigrasian adalah untuk mencari keberadaan
WNI/PMI di luar negeri yang tidak terdeteksi keberadaannya, hal ini diperkuat dengan data
pengakuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menyebutkan terdapat 5,9 juta WNI
yang tidak diketahui keberadaanya, (Suwardono & Nugroho, 2022). Alasan PMlI illegal tidak
mau mengungkapkan lokasinya disebabkan oleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
(DPRI) yang tidak sah secara hukum, sehingga PMI illegal cenderung enggan meminta
bantuan ke Perwakilan Pemerintah Indonesia di Negara setempat. (Longgarini, Shaafiyah,

& Rahmaningtias, 2023)

Bagan 1.2
Skema Perlindungan PMI

Perlindungan Hukum  [» O

-| LEGAL
Perlindungan HAM > O

WNI |[*| PMI 4

Perlindungan Hukum  |» X

Keterangan: -| ILEGAL
O : Mendapatkan Perlindungan HAM O

X : Tidak Mendapatkan

Sumber: Diolah Penulis



Sebagai aktor utama dalam menjaga pintu gerbang negara, lintas batas, dan keluar
masuknya wilayah NKRI, Imigrasi memainkan peranan sentral untuk meningkatkan inovasi
dalam sistem pengawasan sebagai upaya deteksi dini yang melingkupi pada kebijakan,
aturan, teknologi bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (IIma, 2015). Menurut
Sharom et al, berpandangan bahwa kebijakan migrasi masih terbelakang, tidak efektif dan
terfragmentasi secara general, (Safitri & Wibisono, 2023). Tidak hanya di dalam negeri,
Imigrasi juga berperan di luar negeri dengan menempatkan petugas imigrasi (Atase Imigrasi)
di berbagai negara, (Arifin & Nurkumalawati, 2020), termasuk di Malaysia. Tentunya,
penempatan petugas imigrasi tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi keimigrasian
Indonesia bagi WNI di negara setempat, seperti pelayanan keimigrasian, penegakkan hukum
keimigrasian, dan pengawasan keimigrasian. PMI illegal cenderung lebih sukar terpantau
oleh pengawasan pemerintah dikarenakan sikap pengabaian mereka untuk melaporkan
kedatangannyan kepada perwakilan di negara setempat, (Longgarini, Shaafiyah, &

Rahmaningtias, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengelaborasi lebih dalam terkait upaya
deteksi keimigrasian berdasarkan pengawasan lapangan untuk melindungai PMI di Malaysia
sebagai bentuk upaya proaktif pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Tentunya
dengan semangat kolaborasi dalam membangun peradaban bangsa oleh segenap aktor yang
terlibat. Kolaborasi antar lembaga/instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk
menajalankan amanat konstitusi yang termaktub dalam alinea ke 1V Pembukaan UUD NRI

1945.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dengan mengetahui kompleksnya permasalahan
yang dimiliki, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Deteksi

Keimigrasian Indonesia Dalam Melindungan PMI llegal di Malaysia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui tindakan aktif pemerintah untuk melaksanakan pelindungan
terhadap WNI di luar negeri melalui pengawasan lapangan kemigrasian di luar negeri

khususnya PMI illegal di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan
kajian untuk berdiskusi bagi para akademisi, praktisi dan pengamat studi hubungan
internasional pada umumnya. Dan diharapkan juga turut bersumbangsi terhadap pengayaan
kajian ilmu hubungan internasional, khususnya kajian-kajian yang berkaitan dengan isu

migrasi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat merefleksikan upaya
pelindungan PMI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam lingkup imigrasi agar
upaya pelindungan terhadap PMI ilegal semakin membaik serta diharapkan pula hasil
penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam

memaksimalkan kepentingan nasional.
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